SALINAN

BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 16 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM DAN PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. Pahwa Standar Biaya Umum dan Perjalanan Dinas di
lingkungan Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman
telah diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun
2021 tentang Standar Biaya Umum dan Perjalanan
Dinas perlu diubah dan disesuaikan dengan peraturan
perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021
tentang Standar Biaya Umum dan Perjalanan Dinas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421) ;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan ...
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan
Laporan  Pertanggungjawaban Bendahara  Serta
Penyampaiannya;

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam
Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan
Pegawai Tidak Tetap;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM DAN PERJALANAN DINAS.

Pasall...



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun
2021 tentang Standar Biaya Umum dan Perjalanan Dinas
(Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021
Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal I diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Padang Pariaman.

Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat
Daerah  yang  berkedudukan  sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah.

Sekretaris Daerah adalah  Sekretaris Daerah
Kabupaten Padang Pariaman.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja
pada instansi pemerintah.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya
disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan
diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan
atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi
syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara
tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.

Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat
dengan Non PNS adalah personil yang bukan
merupakan Pegawai Negeri Sipil, yang diangkat oleh

pejabat ...
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pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain
dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas-
tugas tertentu pada instansi pemerintahan dan/atau
penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas
dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD
yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban
daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di
dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan
dengan hak dan kewajiban daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada
Pemerintah Daerah selaku Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan TAPD adalah tim yang dibentuk
dengan keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh
Sekretaris Daerah  yang mempunyai tugas
menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala
Daerah dalam rangka menyusun  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah yang anggotanya
terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah dan pejabat lainnya
sesuai dengan kebutuhan.

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
program, kegiatan dan anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-
PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran
Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara
Umum Daerah.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-
SKPD merupakan dokumen yang memuat
pendapatan dan belanja setiap Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

18. Standar ...
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Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan
sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran
dalam rencana kerja dan anggaran.

Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang
ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan
biaya.

Perjalanan Dinas adalah perjalanan dari tempat
kedudukan yang dilakukan dalam/keluar daerah
untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang
berwenang.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA
adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan
fungsi SKPD yang dipimpinnya.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya
disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa
dari Pengguna Anggaran untuk melakukan sebagian
kewenangan dan  tanggungjawab = penggunaan
anggaran pada SKPD yang bersangkutan.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya
disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan
oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang
dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya
disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD
yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari
suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya
disingkat SPP adalah dokumen yang
dibuat/diterbitkan oleh Pejabat yang
bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan
disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk
untuk mencairkan dana yang bersumber dari DPA
atau dokumen lain yang dipersamakan.

Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP
adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang
diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk
membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan
kerja, yang tidak mungkin dilakukan melalui
mekanisme pembayaran langsung.

27. Surat ...
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27. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT
adalah surat yang resmi yang dibuat dan dikeluarkan
oleh pejabat yang berwenang di SKPD dimana isinya
menugaskan Pejabat Negara, Pejabat Daerah, PNS
dan non PNS untuk melaksanakan suatu pekerjaan.

28. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya
disingkat SPPD adalah surat tugas kepada Pejabat
Negara, Pejabat Daerah, PNS dan non PNS untuk
melaksanakan Perjalanan Dinas sekaligus sebagai
tanda bukti pengeluaran uang untuk Perjalanan
Dinas atas biaya negara.

Ketentuan Lampiran 1 diubah sehingga berbunyi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Ketentuan Pasal 9 ayat (3) (tiga) huruf ¢ diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut.

Pasal 9

(1) Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada anggaran
SKPD yang mengeluarkan SPPD bersangkutan.

(2) Perjalanan Dinas yang mengikutsertakan Non PNS
pemberian biaya perjalanan dinas kepada yang
bersangkutan diberlakukan sebagai berikut :

a. bagi Istri Bupati/Istri Wakil Bupati dan istri
Pimpinan DPRD yang diundang mendampingi
Bupati/Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD serta
tugas keorganisasiannya disamakan dengan
perjalanan dinas PNS golongan IV;

b. bagi Istri Sekretaris Daerah yang diundang
mendampingi Sekretaris Daerah serta tugas
keorganisasiannya disamakan dengan perjalanan
dinas PNS golongan III;

c. ketua/Pimpinan Organisasi/Lembaga tingkat
kabupaten disamakan dengan PNS Golongan III;

d. kelompok Ahli DPRD dan Tenaga Ahli Fraksi
disamakan dengan PNS Golongan III;

e. Wali Nagari dan Ketua Badan Permusyawaratan
Nagari disamakan dengan PNS golongan III;

f. Perangkat Nagari, Staf Nagari dan Anggota Badan
Permusyawaratan Nagari disamakan dengan PNS
golongan II; dan

g. bagi ...
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bagi Non PNS, Unsur Masyarakat/Organisasi
Masyarakat yang terkait langsung dengan
kegiatan SKPD yang diikutsertakan dalam
Perjalanan Dinas disamakan dengan PNS
Golongan II.

(3) Jumlah hari perjalanan dinas diatur sebagai berikut:

a.

sopir Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan
DPRD/Sekretaris Daerah/ Asisten/Kepala SKPD
yang melaksanakan Perjalanan Dinas untuk
melaksanakan tugasnya sebagai sopir dibayarkan
maksimal 8 (delapan) hari/bulan;

Ajudan Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD yang
melaksanakan Perjalanan Dinas untuk
melaksanakan tugasnya sebagai ajudan
dibayarkan maksimal 8 (delapan) hari/bulan;

Perjalanan Dinas Dalam Daerah bagi Pejabat
Eselon II/Pimpinan SKPD maksimal 8 (delapan)
hari/bulan, Pejabat Eselon III maksimal 6 (enam)
hari/bulan, Pejabat Eselon IV, staf dan tenaga
fungsional tertentu maksimal 10 (sepuluh)
hari/bulan. Khusus untuk yang melebihi hari
yang ditentukan diatas harus disertai dengan
undangan;

Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilakukan
dalam rangka pemeriksaan/pengawasan/review
dan operasional PAD melebihi hari yang
ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf c
harus disertai dengan surat tugas;

Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi
bagi Pejabat Eselon II/Pimpinan SKPD maksimal
6 (enam) hari/bulan, Pejabat Eselon III maksimal
S (lima) hari/bulan, Pejabat Eselon IV dan staf
maksimal 4 (empat) hari/bulan. Khusus untuk
yang melebihi hari yang ditentukan diatas harus
disertai dengan undangan dan harus persetujuan
Bupati/Wakil Bupati bagi Sekretaris Daerah, dan
persetujuan Sekretaris Daerah bagi Pejabat eselon
II, eselon III, eselon IV dan staf; dan

Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi bagi
Pejabat Eselon II/Pimpinan SKPD maksimal 8
(delapan) hari/bulan, Pejabat Eselon III maksimal
6 (enam) hari/bulan, Pejabat Eselon IV maksimal
S (lima) hari/bulan sedangkan staf maksimal 4
(empat) hari/bulan. Khusus untuk yang melebihi
hari yang ditentukan diatas harus disertai dengan
undangan dan = harus atas persetujuan

Bupati ...
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Bupati/Wakil Bupati bagi Sekretaris Daerah dan
Pejabat Eselon II, serta persetujuan Sekretaris
Daerah bagi pejabat eselon III, eselon IV dan staf.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 9 April 2021
BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 9 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PADANG PARIAMAN,

ttd
JONPRIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya

RK] MONRIZAL NP,SH,M.Si
'S “Pembing (IV/a)
NIP. 19801117 200501 1 002




